
1 

SALINAN 

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 48 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN  KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN 

DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan 

pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang 

dananya bersumber dari APBD Kota Surabaya telah 
ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 

Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan 

Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 
65 Tahun 2018; 

b. bahwa guna optimalisasi dan efektifitas pemberian bantuan

keuangan partai politik, maka Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian

dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2021 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor

65 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota

Surabaya Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata

Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan
Keuangan Partai Politik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi 
Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan   
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) 

sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia         
Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5189); 
 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 6398); 
 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23           

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,                

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2018 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6177); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 
 

 

 



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12

Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota

Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya     Tahun 2016

Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 10);

13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009    Nomor 77);

14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah

Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011

Nomor 54);

15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2018 tentang

Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban
Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kota

Surabaya Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya

Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2018 (Berita

Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 14).

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA 

ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 65

TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN 

PARTAI POLITIK. 



Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya 
Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian 

dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik 

(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 66) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 
Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021      

Nomor 14) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 23 

(1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 disampaikan oleh Ketua atau sebutan
lain partai politik kepada Walikota.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan

setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdapat bukti pertanggungjawaban yang tidak
lengkap, maka terhadap partai politik dimaksud 

diberikan surat peringatan/teguran sebanyak 3 (tiga) 

kali oleh Walikota. 

(4) Apabila sampai dengan 3 (tiga) kali surat 
peringatan/teguran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) telah diberikan dan partai politik tidak 

menyampaikan pertanggungjawabannya secara 
lengkap, maka segala akibat hukum menjadi 

tanggungjawab partai politik. 

(5) Walikota dapat melimpahkan pemberian surat 

peringatan/teguran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) kepada Kepala Bakesbangpol dan Linmas. 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Surabaya. 

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 5 Juli 2021 

WALIKOTA SURABAYA, 

ttd 

ERI CAHYADI 

Diundangkan di ............ 



Diundangkan di Surabaya 

pada tanggal 5 Juli 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

HENDRO GUNAWAN 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 48 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

Ira Tursilowati, SH.MH 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19691017 199303 2 006 
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